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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR
4 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT

Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan
Keuangan kepada partai politik Tingkat Provinsi Jambi dengan Peraturan Daerah.

1.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4310);

7. Undang......



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomo4 4594);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan
Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan,
Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Menetapkan

Diundangkan di Jambi

dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT
PROVINSI JAMBI.

Pasal |
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2006
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Jambi
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2006 Nomor 3 Seri E Nomor 2)
diubah sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8
Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat
Provinsi Jambi disampaikan kepada Gubernur setelah diaudit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Desember 2007

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

pada tanggal 27 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

H.A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 7



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR
4 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT
PROVINSI JAMBI

l. UMUM
Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4
Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik Tingkat Provinsi Jambi dengan
Peraturan Daerah.

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Jambi dimaksudkan untuk lebih menjamin
kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran
yang timbul, juga untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik
yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi guna
memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
guna memperkokoh integritas dalam pemerintahan daerah di Provinsi Jambi.

Il.  PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Pasal 8
Yang dimaksud dengan audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan Badan
Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 1l
Cukup jelas
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